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KEPUTUSAN 
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
NOMOR: 0sIA Pp 00.00/K.BB/I /2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 036.APP.00.00/K.BB/09/2022 

TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU 

PROVINSI KEPUALAUAN BANGKA BELITUNG 

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

Menimbang a. bahwa sehubungan dengan terdapat pembaruan pada susunan 

keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kepulauan 

Bangka 
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 036.A/PP.00.00/K. BB/09/2022 

tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung: 

Belitung, maka dipandang perlu untuk mengubah 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas 
Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang 

Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan 

Kepulauan 
Nomor 036.A/PP.00.00/K. BB/09/2022 tentang Pembentukan Sentra 

Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

:1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4286): 

Umum Provinsi Bangka Belitung 

Mengingat 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik lIndonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 
sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 



Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6547); 

Republik 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, 
Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas 
Pemilihan Unmum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan 
Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 141); 

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 

tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566); 

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan 
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum 
Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN 

KETUA BADAN ATAS KEPUTUSAN PENGAWAS PEMILIHAN 
UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
NOMOR 036.A/PP.00.00/K.BB/09/2022 
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PROVINSI KEPULAUAN 

TENTANG3 PEMBENTUKAN 

BANGKA BELITUNG 

KESATU Mengubah Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 036.A/PP.00.00/K.BB/09/2022 
tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 
KEDUA Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum 
dalam lampiran keputusan ini. 

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan 
pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan 
Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
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